
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.596, 2018 KEMEN-ESDM. Pelaksanaan Kaidah 

Pertambangan yang Baik dan Pengawasan 
Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  26  TAHUN 2018 

TENTANG 

PELAKSANAAN KAIDAH PERTAMBANGAN YANG BAIK  

DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan kaidah 

teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 95 huruf a dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 

Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan 

Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49); 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5142); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 

Reklamasi dan  Pascatambang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 289); 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PELAKSANAAN KAIDAH 

PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN PENGAWASAN 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini  yang dimaksud dengan: 

1. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat 

IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya 

disingkat IUPK, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang 

selanjutnya disebut WIUP, Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WIUPK, 

Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat 

IPR, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, 

Studi Kelayakan, Konstruksi, Pengangkutan, dan 

Penjualan adalah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

2. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk 

melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, 

Eksplorasi, dan Studi Kelayakan. 

3. IUP Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK 

Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk 

melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, 

Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di WIUPK. 

4. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan 

setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk 

melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 
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5. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan 

setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk 

melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di WIUPK.  

6. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus 

untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya 

disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk 

pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang 

diberikan kepada perusahaan untuk membeli, 

mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral 

atau Batubara. 

7. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya 

disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk 

melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang 

berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan 

usaha pertambangan. 

8. Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha 

pertambangan untuk meningkatkan mutu Mineral 

dan/atau Batubara serta untuk memanfaatkan dan 

memperoleh Mineral ikutan. 

9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka 

pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi 

tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi 

Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan 

dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, 

serta pascatambang. 

10. Penambangan adalah bagian kegiatan Usaha 

Pertambangan untuk memproduksi Mineral dan/atau 

Batubara dan Mineral ikutannya. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang 

selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja 

dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi 

aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek 

lingkungan. 

12. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang 

tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, 

memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan 
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ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai 

peruntukannya. 

13. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut 

Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, 

dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh 

kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi 

lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal 

di seluruh wilayah pertambangan. 

14. Dokumen Lingkungan Hidup adalah analisis mengenai 

dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan 

lingkungan-upaya pemantauan lingkungan, atau surat 

pernyataan pengelolaan lingkungan. 

15. Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut 

KaIT adalah pejabat yang secara ex officio menduduki 

jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan 

fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan 

pertambangan Mineral dan Batubara pada kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pertambangan Mineral dan Batubara. 

16. Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang 

diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah 

teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik 

Pengolahan dan/atau Pemurnian. 

17. Pejabat yang Ditunjuk adalah aparatur sipil negara yang 

diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata 

kelola pengusahaan pertambangan serta tata kelola 

pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian. 

18. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT 

adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam 

struktur organisasi lapangan pertambangan yang 

memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya 

operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik 

pertambangan yang baik. 

19. Kepala Tambang Bawah Tanah yang selanjutnya 

disingkat KTBT adalah seseorang yang memiliki posisi 
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